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ABSTRACT  
Court decisions in civil cases have significant legal consequences for the disputing parties, 
particularly regarding the legal position of creditors and debtors in contractual disputes. 
This study aims to analyze the legal consequences of civil court decisions on the rights and 
obligations of creditors and debtors, as well as their implications for the legal relationship 
between the parties. The research employs a normative juridical method using statutory and 
conceptual approaches. The findings indicate that civil court decisions not only serve as a 
means of dispute resolution but also provide legal certainty concerning the fulfillment of 
obligations, protection of rights, and responsibilities of the parties based on the agreed 
contract. Court rulings may affirm, alter, or terminate the legal standing of creditors and 
debtors in accordance with the operative part of the judgment and the judge’s legal 
considerations. Therefore, understanding the legal consequences of civil court decisions is 
essential to ensure justice and legal certainty in the execution of contractual agreements. 
Keywords:  Legal Consequences; Civil Court Decisions; Creditors and Debtors 

 
ABSTRAK 
Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum yang signifikan 
terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya terhadap kedudukan kreditor 
dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
akibat hukum putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor, 
serta implikasinya terhadap hubungan hukum para pihak. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya 
berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan kepastian 
hukum mengenai pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab 
para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Putusan pengadilan dapat 
menguatkan, mengubah, atau menghapus kedudukan hukum kreditor dan debitor 
sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, 
pemahaman terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting guna 
menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. 
Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan Perdata, Kreditor dan Debitor 
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PENDAHULUAN  
Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum antara para 

pihak yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam 
praktik, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah 
disepakati, sehingga sering menimbulkan sengketa antara kreditor dan debitor. 
Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan pemenuhan prestasi, wanprestasi, 
maupun penafsiran isi perjanjian yang berbeda di antara para pihak. 

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan 
itikad baik. Ketentuan ini menegaskan bahwa kreditor dan debitor memiliki 
kedudukan hukum yang seimbang serta terikat oleh isi perjanjian yang telah 
disepakati bersama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak 
yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme hukum 
yang tersedia. 

Sengketa perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sering 
kali berujung pada penyelesaian melalui pengadilan. Dalam konteks ini, 
pengadilan berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus sengketa perdata guna memberikan kepastian hukum 
bagi para pihak yang bersengketa. 

Putusan pengadilan perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan 
menentukan akibat hukum bagi kreditor dan debitor. Melalui putusan tersebut, 
hakim menilai hak dan kewajiban para pihak berdasarkan fakta hukum dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan 
perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga 
sebagai instrumen penegakan kepastian dan keadilan hukum. 

Akibat hukum dari putusan perdata dapat berdampak langsung terhadap 
kedudukan hukum kreditor dan debitor. Putusan hakim dapat menguatkan 
kedudukan salah satu pihak, mengubah hubungan hukum yang telah ada, atau 
bahkan menghapuskan hak dan kewajiban tertentu sebagaimana yang tercantum 
dalam perjanjian. Dampak tersebut menunjukkan pentingnya peran putusan 
perdata dalam menentukan nasib hubungan hukum para pihak. 

Dalam praktik peradilan, putusan perdata sering kali menimbulkan 
konsekuensi hukum lanjutan, seperti kewajiban pembayaran ganti rugi, 
pelaksanaan eksekusi, atau pengakuan terhadap keberlakuan suatu perjanjian. Hal 
ini menunjukkan bahwa putusan perdata memiliki implikasi yuridis yang luas, 
tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban 
secara nyata oleh kreditor dan debitor. Namun demikian, tidak jarang putusan 
perdata justru menimbulkan permasalahan baru, terutama ketika salah satu pihak 
tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela. Kondisi ini dapat memicu 
sengketa lanjutan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum dan efektivitas 
perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor. 

Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran 
terhadap akibat hukum putusan perdata sering kali memengaruhi pelaksanaan hak 
dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan dalam memahami kedudukan hukum 
kreditor dan debitor pasca putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
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hukum serta melemahkan fungsi putusan pengadilan sebagai sarana penyelesaian 
sengketa yang final dan mengikat. 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana akibat 
hukum putusan perdata terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa 
perjanjian. Kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif mengenai implikasi yuridis putusan pengadilan serta perannya 
dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis akibat 
hukum putusan perdata terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa 
perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 
pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi referensi praktis bagi para 
pihak, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dalam memahami dan 
menerapkan putusan perdata secara tepat. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada 
pengkajian norma hukum positif yang mengatur akibat hukum putusan perdata 
terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Pendekatan 
yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, 
hak dan kewajiban para pihak, serta kekuatan mengikat putusan pengadilan. Bahan 
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 
yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara 
kualitatif dan deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang 
komprehensif mengenai implikasi hukum putusan perdata terhadap hubungan 
hukum antara kreditor dan debitor. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kedudukan Hukum Kreditor dan Debitor dalam Perjanjian Perdata 

Kedudukan hukum kreditor dan debitor dalam perjanjian perdata 
merupakan aspek fundamental yang menentukan arah dan konsekuensi hubungan 
hukum antara para pihak. Perjanjian sebagai sumber perikatan melahirkan hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang berdasarkan kesepakatan 
bersama. Dalam konteks ini, kreditor diposisikan sebagai pihak yang berhak atas 
suatu prestasi, sedangkan debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut 
sesuai dengan isi perjanjian. 

Secara yuridis, kedudukan kreditor dan debitor muncul sejak terpenuhinya 
syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Keberadaan 
perjanjian yang sah menjadikan hubungan hukum para pihak mengikat dan 
menimbulkan akibat hukum yang jelas. Dengan demikian, kreditor dan debitor 
tidak hanya terikat secara moral, tetapi juga secara hukum untuk melaksanakan apa 
yang telah diperjanjikan.  

Dalam praktiknya, hubungan antara kreditor dan debitor tidak selalu 
berjalan harmonis. Perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, kelalaian dalam 
pelaksanaan kewajiban, maupun perubahan keadaan dapat memicu terjadinya 

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum                                                                          e-ISSN 3026-2917 
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn       p-ISSN 3026-2925  
Volume 4 Number 2, 2026 
 

 

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)  3482 
 

Copyright; Cahaya Pita Nelita Sitompul, Sepriyadi Adhan S, Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing, Dita Febrianto 

sengketa. Sengketa tersebut pada akhirnya mempengaruhi kedudukan hukum 
masing-masing pihak, terutama ketika salah satu pihak dianggap tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. 

Kedudukan kreditor dalam perjanjian pada dasarnya memperoleh 
perlindungan hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. 
Perlindungan tersebut diberikan agar hak kreditor tidak dirugikan akibat kelalaian 
atau wanprestasi debitor. Namun, perlindungan hukum ini tetap harus 
dilaksanakan dalam koridor hukum dan asas keadilan, sehingga tidak 
menimbulkan ketimpangan posisi antara para pihak. 

Di sisi lain, debitor juga memiliki kedudukan hukum yang dilindungi oleh 
hukum perdata. Debitor tidak serta-merta dapat dibebani tanggung jawab apabila 
terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang diakui oleh hukum, seperti keadaan 
memaksa atau kesalahan yang bukan berasal dari dirinya. Hal ini menunjukkan 
bahwa hukum perdata berupaya menjaga keseimbangan kepentingan antara 
kreditor dan debitor. 

Dalam konteks sengketa perjanjian, pengadilan berperan untuk menilai dan 
menegaskan kembali kedudukan hukum para pihak. Hakim akan menilai apakah 
kreditor benar-benar memiliki hak yang dapat dituntut serta apakah debitor telah 
melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Penilaian tersebut menjadi dasar 
untuk menentukan posisi hukum kreditor dan debitor secara objektif. 

Kedudukan hukum kreditor dan debitor juga berkaitan erat dengan asas 
itikad baik. Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad 
baik sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaannya. Apabila salah satu pihak 
terbukti bertindak tidak jujur atau menyalahgunakan keadaan, maka 
kedudukannya dalam perjanjian dapat menjadi lemah di hadapan hukum. 

Lebih lanjut, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa 
kedudukan kreditor dan debitor tidak hanya dinilai dari aspek formal perjanjian, 
tetapi juga dari aspek substansial. Hakim mempertimbangkan keadilan, kepatutan, 
dan kepentingan para pihak secara proporsional dalam menentukan kedudukan 
hukum masing-masing pihak dalam sengketa perjanjian. 

Dengan demikian, kedudukan hukum kreditor dan debitor dalam perjanjian 
perdata bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada pelaksanaan hak dan 
kewajiban para pihak. Sengketa yang timbul menjadi sarana untuk menguji sejauh 
mana perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas 
perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman 
terhadap kedudukan hukum kreditor dan debitor sangat penting dalam 
penyelesaian sengketa perjanjian. Kedudukan hukum yang jelas dan seimbang 
akan memudahkan penegakan hak dan kewajiban para pihak serta mendukung 
terciptanya kepastian hukum dalam hubungan perdata. 

 
Kekuatan Mengikat Putusan Perdata dalam Sengketa Perjanjian 

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki peran sentral dalam 
sistem hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat dan 
final. Dalam sengketa perjanjian, putusan perdata tidak hanya menyelesaikan 
perselisihan antara para pihak, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai 
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keberlakuan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Oleh karena 
itu, kekuatan mengikat putusan perdata menjadi aspek penting dalam menentukan 
kepastian hukum bagi kreditor dan debitor. 

Secara teoritis, putusan perdata memperoleh kekuatan mengikat sejak 
diucapkan oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk umum. Kekuatan 
mengikat ini berarti bahwa para pihak wajib menghormati dan melaksanakan 
putusan tersebut sesuai dengan amar putusan. Dalam konteks sengketa perjanjian, 
putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang sah untuk menentukan apakah 
suatu perjanjian dilaksanakan, dilanggar, atau berakhir karena alasan hukum 
tertentu. 

Kekuatan mengikat putusan perdata juga berkaitan erat dengan asas res 
judicata, yaitu asas yang menyatakan bahwa perkara yang telah diputus tidak 
dapat diperiksa kembali oleh pengadilan dengan objek dan para pihak yang sama. 
Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan berlarut-
larutnya sengketa antara kreditor dan debitor. 

Dalam praktik peradilan, kekuatan mengikat putusan perdata memberikan 
perlindungan hukum bagi pihak yang dimenangkan, khususnya kreditor yang 
haknya diakui oleh pengadilan. Dengan adanya putusan yang mengikat, kreditor 
memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaksanaan prestasi atau ganti 
kerugian dari debitor sesuai dengan isi putusan. Namun demikian, kekuatan 
mengikat putusan perdata tidak selalu bersifat mutlak sejak awal. Selama putusan 
tersebut belum berkekuatan hukum tetap, para pihak masih memiliki hak untuk 
mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal 
ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak 
untuk memperoleh keadilan secara berlapis. 

Setelah putusan perdata berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut 
memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, putusan dapat dilaksanakan secara paksa 
melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan apabila pihak yang kalah tidak 
melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Dalam sengketa perjanjian, kondisi 
ini menegaskan posisi hukum kreditor sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan 
prestasi.  

Di sisi lain, debitor tetap diberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan 
putusan perdata. Debitor dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan 
eksekusi apabila terdapat cacat prosedural atau pelaksanaan putusan tidak sesuai 
dengan amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan 
perdata tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum dan prosedur yang sah. 

Kekuatan mengikat putusan perdata juga memiliki dimensi sosial dan moral, 
karena putusan tersebut mencerminkan kewibawaan lembaga peradilan. 
Kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan menjadi indikator 
berfungsinya hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian 
sengketa secara beradab. Lebih lanjut, konsistensi putusan pengadilan dalam 
perkara-perkara perjanjian turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem peradilan. Apabila putusan perdata mampu memberikan kepastian hukum 
dan rasa keadilan bagi kreditor dan debitor, maka fungsi hukum sebagai instrumen 
keadilan dapat berjalan secara efektif. 
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Dengan demikian, kekuatan mengikat putusan perdata dalam sengketa 
perjanjian memiliki peranan strategis dalam menegakkan kepastian hukum dan 
keadilan bagi para pihak. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa 
secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban kreditor dan 
debitor terlindungi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 
Implikasi Putusan Perdata terhadap Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor 

Implikasi putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor 
merupakan konsekuensi logis dari fungsi putusan pengadilan sebagai sarana 
penyelesaian sengketa. Dalam sengketa perjanjian, putusan perdata tidak hanya 
menentukan siapa pihak yang menang atau kalah, tetapi juga menetapkan secara 
tegas bagaimana hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan setelah adanya 
putusan tersebut. Dengan demikian, putusan perdata memiliki peran penting 
dalam menata kembali hubungan hukum antara kreditor dan debitor. 

Secara normatif, putusan perdata berimplikasi pada penguatan atau 
pembatasan hak para pihak sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum 
hakim. Hak kreditor untuk memperoleh pemenuhan prestasi atau ganti kerugian 
dapat ditegaskan melalui putusan pengadilan, sementara kewajiban debitor 
menjadi jelas dan memiliki dasar hukum yang mengikat. Hal ini mencerminkan 
fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan. 

Implikasi putusan perdata juga terlihat dari berubahnya posisi hukum para 
pihak setelah putusan dijatuhkan. Kreditor yang sebelumnya hanya memiliki klaim 
berdasarkan perjanjian, setelah adanya putusan memperoleh legitimasi hukum 
yang lebih kuat. Sebaliknya, debitor yang terbukti wanprestasi harus menanggung 
konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melaksanakan prestasi atau 
membayar ganti kerugian. 

Dalam praktik peradilan, implikasi tersebut sering kali berkaitan dengan 
pemenuhan hak secara konkret, seperti pembayaran utang, penyerahan objek 
perjanjian, atau penghentian suatu perbuatan tertentu. Putusan perdata 
memberikan pedoman yang jelas mengenai batas-batas hak dan kewajiban para 
pihak, sehingga menghindari penafsiran sepihak yang dapat menimbulkan 
sengketa lanjutan. Namun demikian, implikasi putusan perdata tidak selalu 
bersifat menguntungkan salah satu pihak secara absolut. Dalam beberapa kasus, 
pengadilan dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban kreditor dan debitor 
dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. Hal ini menunjukkan 
bahwa putusan perdata tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi 
juga memperhatikan keadilan substantif. 

Dari sudut pandang debitor, putusan perdata juga dapat memberikan 
kepastian mengenai batas tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan adanya 
putusan pengadilan, debitor mengetahui secara pasti kewajiban yang harus 
dilaksanakan dan terhindar dari tuntutan yang berlebihan. Hal ini mempertegas 
fungsi putusan perdata sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah 
pihak. 

Implikasi lain dari putusan perdata adalah terbukanya kemungkinan 
pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya 
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secara sukarela. Dalam kondisi ini, hak kreditor untuk memperoleh pemenuhan 
prestasi diperkuat oleh kewenangan negara melalui lembaga peradilan. Sementara 
itu, debitor tetap diberikan hak-hak prosedural untuk memastikan bahwa eksekusi 
dilakukan sesuai dengan hukum. Lebih lanjut, implikasi putusan perdata juga 
berkaitan dengan terciptanya kepastian hukum dalam praktik perjanjian. Putusan 
pengadilan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam menyusun dan 
melaksanakan perjanjian di masa mendatang, sehingga sengketa serupa dapat 
diminimalisir. Dengan demikian, putusan perdata memiliki dampak yang lebih 
luas dari sekadar penyelesaian perkara individual. 

Implikasi putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor 
juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang menghormati 
perjanjian. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan mencerminkan kesadaran 
hukum masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem peradilan sebagai penegak 
keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan perdata 
membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban kreditor 
dan debitor dalam sengketa perjanjian. Putusan pengadilan tidak hanya 
menyelesaikan sengketa, tetapi juga menata kembali hubungan hukum para pihak 
secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum kreditor dan 
debitor, kekuatan mengikat putusan perdata, serta implikasi putusan perdata 
terhadap hak dan kewajiban para pihak, dapat disimpulkan bahwa hubungan 
hukum yang lahir dari perjanjian menempatkan kreditor dan debitor pada posisi 
yang saling berkaitan dan dilindungi oleh hukum. Perjanjian yang sah melahirkan 
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan apabila terjadi 
sengketa, pengadilan berperan untuk menegaskan kembali kedudukan hukum para 
pihak secara objektif dan berimbang. Dengan demikian, putusan perdata menjadi 
sarana penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai 
pelaksanaan perjanjian. 

Lebih lanjut, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki 
kekuatan mengikat dan implikasi hukum yang nyata terhadap hak dan kewajiban 
kreditor dan debitor. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa secara 
formal, tetapi juga menentukan pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta 
tanggung jawab para pihak secara konkret. Oleh karena itu, pemahaman yang 
komprehensif terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting agar 
pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil, seimbang, dan memberikan 
kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor. 
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